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A B S T R A K  

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MUATAN 
ANGKUTAN BARANG DI JALAN KABUPATEN 

( STUDI DI KABUPATEN LANGKAT) 

N a m a  
N P M  

: Harimin Tarigan 
: 151803032 

Program : Magister Hukum 
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum 
Pembimbing II : Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, M.Hum 

Pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten mengakibatkan 
kerusakan permukaan jalan, kendaraan dan pencemaran lingkungan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran muatan 
angkutan barang, penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang dan mengkaji 
upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran 
muatan angkutan barang di jalan kabupaten. Penelitian ini merupakan penelitian 
hukum sosiolegal menggunakan metode kombinasi antara penelitian yuridis 
normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan berbentuk preskriptif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan guna 
mendapatkan data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan teknik 
analisis kualitatif. Setelah dilakukan analisis data diketahui faktor penyebab 
terjadinya pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten : 1) substansi 
hukum, perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan belum 
mengatur secara jelas tata cara penindakan pelanggaran muatan angktutan barang 
di jalan kabupaten; 2) struktur hukum, rendahnya kuantitas dan kualitas penegak 
hukum serta sarana dan fasilitas penegakan hukum; 3) budaya hukum, masih 
rendahnya motivasi kerja, komitmen dan integritas moral penegak hukum serta 
kepatuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan muatan angkutan 
barang. Penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan 
muatan angkutan barang di jalan kabupaten belum optimal dilaksanakan oleh 
masyarakat dan penegak hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan 
hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten secara 
preemtif atau pendidikan berlalu-lintas, preventif atau pencegahan dan represif 
atau menggunakan sarana pidana. Sebagai saran yang disampaikan adalah : 1) 
penyempurnaan undang-undang; 2) peningkatan kuantitas dan kualitas penegak 
hukum dan sarana/fasilitas penegakan hukum; 3) meningkatkan budaya hukum 
penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat serta perlunya dukungan dan 
kerjasama antara Pemerintah, pemangku kepentingan dan penegak hukum dalam 
meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan 
angkutan barang di jalan kabupaten. 
Kata kunci penegakan hukum, pelanggaran muatan angkutan barang, jalan 
kabupaten. 
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Pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten mengakibatkan 
permukaan jalan, kendaraan dan pencemaran lingkungan. Penelitian 
untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran 

angkutan barang, penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu 
jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang dan 

yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap 
angkutan barang di jalan kabupaten. Penelitian ini merupakan 
sosiolegal menggunakan metode kombinasi antara penelitian 

dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan berbentuk 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan 
mendapatkan data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan 

kualitatif. Setelah dilakukan analisis data diketahui faktor 
pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten : 

perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan 
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ABSTRACT 

The violation regulation of the charge transport of goods on the road of district 
causes the damage of road surface, vehicle and environmental pollution. This 
research aims to analyze the factors that cause the violation regulation of the 
charge transport of goods, to see the implementation of traffic and transportation 
laws which regulate the rule of the charge transport of goods and to review the 
exertions that can be done in law enforcement to the violation regulation of the 
charge transport of goods on 'the road of district. This research is the research of 
sociolegal law using the combination of normative juridical and empirical 
juridical method which having descriptive characteristic and perspective form. 
The data collection was done by using the literature study and the field study to 
get the secondary and primary data. The data analysis was done by using 
qualitative analyze technique. After analyzing the data, noted that the factors of 
the violation regulation of the charge transport of goods on the road of district: 1) 
the law substance, the legislation of traffic and transportation has not clearly 
organized the system of punishment for the offender of the violation regulation of 
the charge transport of goods on the road of district; 2) the law structure, the low 
quality and quantity of law upholder and also the low quality and quantity of law 
enforcement's tools and facilities; 3) the law culture, the low level of work 
motivation, low commitment and low moral integrity of law upholder, along with 
the public 's obedience and knowledge about the determinate regulation of the 
charge transport of goods. The implementation of laws which controls the certain 
regulation of the charge transport of goods on the road of district is not done 
optimally by the inhabitants, the law culture of society and law upholder. The 
exertions that can be done as the law enforcement of the regulation of the charge 
transport of goods on the road of district are in preemptive way or using 
punishment, in preventive way and repressive way or using punishment tools. As 
the advice : 1) consummation of legislation; 2) an increase in the quantity and 
quality of law enforcement and facility/facilities of law enforcement; 3) 
improve the legal culture of law enforcement and awareness of community law as 
well as a need of support and cooperation between the government, stakeholder 
and the law upholder in improving the effectiveness of laws toward the violation 
regulation of the charge transport of goods on the road of district. 
Keyword : law enforcement, the violation regulation of the charge transport of 
goods, the road of district. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini kondisi permukaan jalan kabupaten di wilayah Provinsi 

Sumatera Utara banyak mengalami kerusakan akibat kelebihan muatan 

angkutan barang, 1 hal tersebut dapat dilihat dari pemberintaan media massa, 

diantaranya adalah kerusakan jalan Kabupaten Langkat yang diakibatkan 

melintasnya ratusan truk kendaraan bermotor setiap hari bermuatan material 

tanah, pasir dan batu.2 Pemberitaan kerusakan jalan kabupaten di media 

massa sejalan dengan data statistik dari tahun 2011 sampai dengan 2015 

menunjukkan rata-rata 51,61 persen kerusakan permukaan jalan di Kabupaten 

Langkat. 

Tabel 1.1. Kerusakan Permukaan Jalan Kabupaten Langkat 
Tahun 2011 - 2015 

No. Tabon Panjang Ruas Jalan Permukaan Jalan 
Rusak 

1. 2011 1.412,84 59,41 
2. 2012 1.412,84 50,48 
3. 2013 1.421,33 48,82 
4. 2014 1.561,19 48,80 

5. 2015 1.561,27 50,69 

Rata-Rata 51,61 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat Tahun 2016 

1 Menurut Sulaksono (2011) dalam bukunya "Rekayasa Ja/an ", Penerbit ITB, Bandung, 
secara garis besar kerusakan jalan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kerusakan struktural, 
mencakup kegagalan perkerasan atau kerusakan dari satu atau lebih komponen perkerasan yang 
mengakibatkan perkerasan tidak dapat lagi menanggung beban lalu lintas; dan kerusakan 
fungsional yang mengakibatkan keamanan clan kenyamanan pengguna jalan menjadi terganggu 
sehingga biaya operasi kendaraan semakin meningk:at. Pada umumnya, perkerasan jalan terdiri 

· beberapa jenis lapisan perkerasan yang tersusun dari bawah ke atas, sebagai berikut : a) 
isan tanah dasar (sub grade); b) lapisan pondasi bawah (subbase course); c) lapisan pondasi 

(base course); dan d) lapisan permukaan I penutup (surface course). 
2 SKH Waspada, "Belasan Kilometer Jalan Di Langkat Hancur", Senin, 28 September 

1 hlm. Cl 
1 

diantaranya adalah kerusakan jalan Kabupaten Langkat yang 

melintasnya ratusan truk kendaraan bermotor setiap hari bermuatan 

pasir dan batu.2 Pemberitaan kerusakan jalan kabupaten 

sejalan dengan data statistik dari tahun 2011 sampai dengan 

menunjukkan rata-rata 51,61 persen kerusakan permukaan jalan di 

Langkat. 

Tabel 1.1. Kerusakan Permukaan Jalan Kabupaten Langkat 
Tahun 2011 2011 - 2015 2015 

No. Tabon Panjang Panjang Ruas as Jalan PePermukaan rmukaan 
Ru

2011 1.412,84 59,41 
2012 1.412,84 50,48 
2013 1.421,33 48,82 
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2 

Berdasarkan data dari Tim Pemeriksa Kendaraan Bermotor Dinas 

Perhubungan Kabupaten Langkat kendaraan bermotor angkutan barang yang 

melanggar ketentuan muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langk:at 

dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2015 diberikan Surat Bukti 

· · Pelanggaran (Tilang) sebanyak 692 unit. 

Tabel 1.2. Jumlah Surat Tilang Muatan Angkutan Barang Yang Diterbitkan 
PPNS LLAJ Tahun 2013 s.d. 2016 

No. Tahun . Jumlah Surat Tilang yang diterbitkan 
PPNS LLAJ 

I. 2013 231 
2. 2014 191 
3. 2015 199 
4. Januari s.d. Juni2016 71 

Suntber: Tim Pemeriksa Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Langkat Tahun 2016 

Besarnya prosentase jalan yang rusak dan terganggunya kelancaran 

arus lalu lintas di jalan Kabupaten Langkat menimbulkan keluhan dan protes 

masyarakat,3sehingga menimbulkan konflik antara pengusaha dan pengemudi 

kendaraan bermotor angkutan barang dengan masyarakat pengguna jalan 

lainnya diantaranya : 

a. masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, memberhentikan dan melarang 

kendaraan bermotor yang melebihi muatan melintasijalan kabupaten;4 
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3 SKH Sinar Indonesia Baru (SIB}, "KNPL OKP dan Ormas se-Wampu Datangi DPRD 
Langkat, Pertanyakan Peran Wakil Rakyat Terhadap Kerusakan Jalan Akibat Truk Galion C', 

enin, 14 September 2015, hlm. 14 
4 Surat Kepa1a Desa Psr VIII Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat 

rnor : 470-207/PsrVIIl/XIJ/2013 tanggal 31 Desernber 2013 perihal Penyetopan!Pelarangan 
� bi! Dam Truk yang tidak sesuai Jengan Kapasitas Jalan 

5 Surat Kepala Desa Alur Gadung Kecarnatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat 
ggal 12 September 2013 

PPNS LLAJ Tahun 2013 s.d. 2016 

No. Tahun . Jumlah Surat Tilang yang diterbitkan 
PPNS LLAJ 

2013 231 
2014 191 
2015 199 

Januari Januari s.d. s.d. Juni2016 Juni2016 71 71 
Suntber: Tim Pemeriksa Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Langkat 

Besarnya prosentase jalan yang rusak dan terganggunya 

lalu lintas di jalan Kabupaten Langkat menimbulkan keluhan 

masyarakat,3sehingga menimbulkan konflik antara pengusaha dan 

kendaraan bermotor angkutan barang dengan masyarakat pengguna 

diantaranya : 

masyarakat melakukan aksi unjuk unjuk un rasa, memberhentikan dan 
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Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 

SURATKABAR 

Indonesia Baru (SIB), "KNPI, OKP dan Ormas se-Wampu 
DPRD Langkat, Pertanyakan Peran Wakil Rakyat Terhadap 
Jalan Akibat Truk Galian C', Senin, 14 September 2015, Hal. 

Waspada, "Belasan Kilometer Jalan Di Langkat Hancur", 
September 2015, Hal. Cl 

SURAT SURAT 

Surat KepaJa Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat 
tanggal 12 September 2013 
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Surat Pengusaha Angkutan Galian C Kabupaten Langkat tanggal 6 Juli 2015 dan 
Surat Asosiasi Pengusaha Ko�oditi Non Komoditi Dan Angkutan Truk 
Binjai Langk:at tanggal 10 Juni 2016 perihal Protes dan Keberatan 
Sekaligus Permohonan 

Surat PT. Pertamina Pangkalan Susu Nomor : 077/EP0212/2016-SO tanggal 7 
Juni 2016 perihal Permohonan Ijin Melintas Jalan Kabupaten Langkat 
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DAFT AR PERT ANY AAN WA WAN CARA 

RESPONDENl 
Nama Responden 
Jabatan 

Daftar Pertanyaan : 

: ALDERS SY AM SIAHAAN, SH 
: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 

Apakah menurut Bapak penegakan hukum terhadap pelanggaran mu�tan angkutan 
barang di jalan Kabupaten Langkat dapat dikenakan terhadap semua jenis 
kendaraan bermotor angkutan barang? 

RESPONDEN2 
Nama Responden 
Jabatan 

Daftar Pertanyaan : 

: PUJIAN GINTING, SH, MH 
: Sekretaris Dinas dan PPNS LLAJ 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 

Apakah menurut Saudara ketentuan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditindaklanjuti semuanya? 

RESPONDEN3 
Nama Responden 
Jabatan 

Daftar Pertanyaan : 

:GUNAWAN 
: Kepala Seksi Lalu Lintas dan PPNS LLAJ 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 

1. Bagaimana tata cara pemeriksaan pelanggaran muatan angkutan barang di 
jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang khusus? 

2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewenangan PPNS LLAJ dalam 
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka penegakan hukum 
terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten? 

3. Apakah Saudara melihat perbedaan tata cara penindakan pelanggaran muatan 
angkutan barang di jalan nasional menggunakan alat penimbangan yang 
dipasang secara tetap dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan di 
jalan kabupaten ? Jelaskan. 

4. Apakah menurut Saudara PPNS LLAJ sudah mematuhi ketentuan 
menyerahkan berkas pelanggaran beserta barang bukti kepada Pengadilan 
melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia? 

5. Apakah menurut Saudara kuantitas SDM PPNS LLAJ dan Aparatur Sipil 
Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat telah mencukupi 
kebutuhan pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten? 

6. Apakah menurut Saudara kuantitas dan kualitas peralatan pemeriksaan 
kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum pelanggaran muatan 
angkutan barang di jalan kabupaten yang dimiliki Dinas Perhubungan 
Kabupaten Langkat telah mencukupi kebutuhan? 
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RESPONDEN2 RESPONDEN2 
Responden 

Pertanyaan : 

: PUJIAN GINTING, SH, MH 
: Sekretaris Dinas dan PPNS LLAJ 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 

menurut Saudara ketentuan dalam Undang Undang Nomor 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditindaklanjuti semuanya? 

RESPONDEN3 
Responden 

Pertanyaan : 

:GUNAWAN 
: Kepala Seksi Lalu Lintas dan PPNS LLAJ 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 

Bagaimana tata cara pemeriksaan pelanggaran muatan angkutan barang 
kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang khusus? 

Bagaimana pendapat Saudara tentang kewenangan PPNS LLAJ 
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka penegakan 
terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten? 

Saudara melihat perbedaan tata cara penindakan pelanggaran 
di nasional penimbangan 
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7. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan 
kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang 
dapat dipindahkan? 

8. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten 
Langkat dan PPNS LLAJ dengan petugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Resort Langkat dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 
kabupaten? 

9. Apakah ditemukan hambatan-hambatan koordinasi dan komunikasi dalam 
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan antara PPNS LLAJ dan petugas 
Kepolisian? 

I 0. Bagaimana penjelasan Saudara apabila pengemudi menanyakan prosedur 
pembayaran denda pelanggaran dan pengambilan barang bukti yang disita 
PPNS LLAJ? 

RESPONDEN4 
Nama Responden 
Jab a tan 

Daftar Pertanyaan : 

: ELI DANIEL SEMBIRING, S.S.T (TD) 
: PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 

1. Apa tindakan Saudara terhadap pelanggaran daya angkut yang dilakukan 
pengerr..udi kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 ( empat) sedangkan 
JBI dalam Buku Uji Berkala dibawah 8.000 kg? 

2. Apakah menurut Saudara pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang 
telah memenuhi ketentuan tata cara pemuatan barang dalam bak terbuka? 

3. Apakah menurut Saudara motivasi kerja PPNS LLAJ sudah tinggi dalam 
menegakkan peraturan lalu lintas dan angkutanjalan? 

4. Bagaimana menurut Saudara strategi meningkatkan motivasi kerja PPNS 
LLAJ? 

5. Apakah Saudara menemukan perbedaan hasil pengukuran dimensi kendaraan 
bermotor disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan data dimensi 
dalam Buku Uji Berkala? 

6. Apakah disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala PPNS 
LLAJ dan petugas Kepolisian bekerja sesuai kewenangan masing-masing? 

7. Apakah pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kabupaten dalam rangka 
penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang efektif 
dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan? 

8. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan 
kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang 
dapat dipindahkan? 

9. Apakah Saudara melihat ada diskriminasi atau perbedaan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur pengawasan muatan angkutan barang di 
jalan nasional menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap 
dengan pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten menggunakan 
alat penimbangan yang dapat dipindahkan? 

I 0. Apa menurut Saudara jalan Kabupaten Langkat telah dipasang rambu-rambu 
kelas jalan? 

pembayaran denda pelanggaran dan pengambilan barang bukti 
LLAJ? 

SPONDEN4 
Responden 

Pertanyaan : 

: ELI DANIEL SEMBIRING, S.S.T (TD) 
: PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 

tindakan Saudara terhadap pelanggaran daya angkut yang 
udi kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 ( empat) 

dalam Buku Uji Berkala dibawah 8.000 kg? 
menurut Saudara pengemudi kendaraan bermotor angkutan 

telah memenuhi ketentuan tata cara pemuatan barang dalam bak terbuka? 
menurut Saudara motivasi kerja PPNS LLAJ sudah tinggi 

menegakkan peraturan peraturan pera lalu lintas dan angkutanjalan? 
Bagaimana menurut Saudara strategi meningkatkan motivasi 

Saudara menemukan perbedaan hasil pengukuran dimensi 
bermotor disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan data 

Buku Uji Berkala? 
disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala 
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11. Apa dampalmya terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS LLAJ dan 
petugas Kepolisian apabila jalan Kabupaten Langkat belum dipasang rarnbu­
rambu kelas jalan? 

RESPONDEN5 
Nama Responden 
Jabatan 
Daftar Pertanyaan : 

:M. ZUHDI 
: PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 

1. Apa tindakan Saudara terhadap pelanggaran daya angkut yang dilakukan 
pengernudi kendaraan berrnotor angkutan barang roda 4 (ernpat) sedangkan 
JBI dalam Buku Uji Berkala dibawah 8.000 kg? 

2. Apakah Saudara pemah bertanya kepada pengernudi kendaraan berrnotor 
angkutan barang rnengapa rnereka rnelakukan pelanggaran rnuatan angkutan 
barang di jalan Kabupaten Langkat? Apa jawabannya ? 

3. Apakah Saudara pemah rnenernukan kendaraan berrnotor angkutan barang 
dengan identitas yang sama (kesarnaan nornor polisi, pengernudi, jenis 
kendaraan berrnotor dan rnuatan barang) rnelakukan pelanggaran rnuatan 
angkutan barang di jalan kabupaten secara terus-menerus ? Apabila pemah, 
apakah Saudara rnenanyakan apa alasan pengemudi terus-rnenerus rnelakukan 
pelanggaran? 

4. Apakah pengernudi kendaraan berrnotor angkutan barang rnengetahui 
ketentuan rnuatan angkutan barang di jalan kabupaten ? 

5. Apakah menurut Saudara PPNS LLAJ memiliki komitmen yang kuat dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya? 

6. Bagaimana menurut Saudara strategi meningkatkan kornitmen PPNS LLAJ? 
7. Bagaimana pendapat Saudara apabila PPNS LLAJ tidak memiliki integritas 

moral yang baik dalarn melaksanakan tugas dan kewenangannya? 
8. Menurut Saudara bagaimana strategi meningkatkan integritas moral PPNS 

LLAJ? 
9. Bagaimana tata cara perneriksaan pelanggaran muatan angkutan barang di 

jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang khusus? 
10. Bagairnana bentuk pelanggaran ketentuan muatan angkutan barang yang 

dilakukan pengernudi kendaraan bermotor angkutan khusus peti kemas yang 
Saudara temukan di jalan Kabupaten Langkat? 

11. Bagairnana tata cara penindakan oleh PPNS LLAJ terhadap pelanggaran 
muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat yang dilakukan 
pengemudi kendaraan bermotor angkutan khusus peti kemas? 

12. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan 
kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang 
dapat dipindahkan? 

13. Apa saja kebutuhan perlengkapan perneriksaan kendaraan bermotor di jalan 
dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan 
barang di jalan kabupaten? 

14. Apakah disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala PPNS 
LLAJ dan petugas Kepolisian bekerja sesuai kewenangan masing-masing? 

Saudara pemah bertanya kepada pengernudi kendaraan 
angkutan barang rnengapa rnereka rnelakukan pelanggaran rnuatan 

di jalan Kabupaten Langkat? Apa jawabannya ? 
Saudara pemah rnenernukan kendaraan berrnotor angkutan 
identitas yang sama (kesarnaan nornor polisi, pengernudi, 

kendaraan berrnotor dan rnuatan barang) rnelakukan pelanggaran 
angkutan barang di jalan kabupaten secara terus-menerus ? Apabila 

Saudara rnenanyakan apa alasan pengemudi terus-rnenerus 
pelanggaran? 

pengernudi kendaraan berrnotor angkutan barang 
ketentuan rnuatan angkutan barang di jalan kabupaten ? 

menurut Saudara PPNS LLAJ memiliki komitmen yang 
melaksanakan tugas dan kewenangannya? 
Bagaimana menurut Saudara strategi meningkatkan kornitmen PPNS 
Bagaimana pendapat Saudara apabila PPNS LLAJ tidak memiliki 

yang baik dalarn melaksanakan tugas dan kewenangannya? 
Saudara bagaimana strategi meningkatkan integritas moral 

Bagaimana tata cara perneriksaan pelanggaran muatan angkutan 
kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang khusus? 

Bagairnana bentuk pelanggaran ketentuan muatan angkutan barang 
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15. Apa saja hambatan yang Saudara temukan dalam pemeriksaan kendaraan 
bermotor di jalan kalmpaten? 

RESPONDEN6 

Nama Responden 
Jabatan 

Daftar : 

: MENSON SEPTO PUTRANTA, AMd. LLAJ, SE 
: Penguji Kendaraan Bermotor 

Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat 

1. Apakah Saudara ·pernah menemukan pelanggaran dimensi di saat melakukan 
pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung Unit Pelaksana 
Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat? 

2. Apa saja jenis pelanggaran dimensi kendaraan bermotor yang Saudara 
temukan di saat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di 
gedung Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 
Kabupaten Langkat? 

3. Apa tindakan Saudara apabila menemukan pelanggaran dimensi di saat 
melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung Unit 
Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten 
Langkat? 

saja jenis pelanggaran dimensi kendaraan bermotor yang 
temukan di saat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan 

Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 
Kabupaten Langkat? 

tindakan Saudara apabila menemukan pelanggaran dimensi 
melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung 
Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 
Langkat? 
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